BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.Kesalahan admininstratif pejabat pemerintahan yang telah merugikan

keuangan negara tidak selamanya dikategorikan dalam tindak pidana

korupsi, karena pejabat pemerintahan  melaksanakan  tugas

pemerintahannya. Dalam perspektif Hukum Administrasi, unsur

kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan

terlebih dahulu ditentukan oleh pejabat intern pemerintahan sebagaimana

termaktub dalam Pasal 20 Ayat (4) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil pemeriksanaan itu

dapat berupa adanya pelanggaran hukum jika terjadi unsur

penyalahgunaan wewenang, sementara kerugian keuangan negara akibat

kesalahan administratif pejabat pemerintahan melaksanakan tugas

pemerintahannya ditanggung oleh badan pemerintahan di mana pejabat

pemerintahan itu mangabdi.

2.Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kesalahan administratif

pejabat pemerintahan dapat diselesaikan melalui prosedur bidang
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Hukum Administrasi, Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Terhadap

kesalahan admninistratif pejabat pemerintahan yang menimbulkan

kerugian keuangan dalam melaksanakan tugas pemerintahan diwajibkan

untuk mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah kepada kas

negara/daerah yang dibebankan kepada badan pemerintahannya

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016

tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat

Pemerintahan.

3.Kerugian keuangan negara akibat kesalahan administratif pejabat

pemerintahan  dapat menjadi tanggungjawab  pribadi  pejabat

pemerintahan apabila telah terkandung unsur penyalahgunaan wewenang

pejabat pemerintahan. Tanggungjawab jabatan terjadi jika telah

melaksanakan norma pemerintahan dan norma perilaku dengan baik

dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

B. Saran

1.Bagi para pejabat pemerintahan untuk tidak takut dalam mengelola

keuangan negara dalam melaksanakan tugas pemerintahannya, sebab
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apabila terjadi kerugian keuangan negara dalam melaksanakan tugas

pemerintahan tidak selamanya terjebak dalam kasus tindak pidana

korupsi selama tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang.

2. Bagi para penegak agar dalam melaksanakan tugas penegakan hukum

dapat mengklasifikasikan kategori pelanggaran kerugian keuangan

negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari perspektif Hukum

Administrasi dan Hukum Pidana, sehingga tidak terjadi kriminalisasi

terhadap pejabat pemerintahan dalam memberantas tindak pidana

korupsi di Indonesia.
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